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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

1. Pengertian Perlindungan Pekerja secara Umum  

Pelaksanaan pembangunan mustahil dapat ditangani sendiri oleh 

pemerintah tanpa peran serta masyarakat. Pelaksanaan pembangunan 

menuntut peran serta segenap masyarakat, termasuk peran serta buruh atau 

tenaga kerja dan organisasinya. Pembangunan ketenagakerjaan kita sudah 

sejak awal terus diupayakan. Di satu sisi sudah terlihat adanya kemajuan, 

dan pada sisi lain ada juga yang masih jauh dari harapan serta memerlukan 

kerja keras berbagai pihak.1 

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik 

secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan 

yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu 

meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, 

tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan 

merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa 

dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta 

rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. 

 
1 Meita Djohan Oelangan, “Implementasi Perjanjian Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia Ke Luar Negeri,”  
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Setiap orang membutuhkan pekerjaan, pekerjaan tidak hanya untuk 

memperoleh penghasilan bagi seseorang guna memenuhi kebutuhan hidup 

bagi diri dan keluarganya, tetapi juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk 

mengaktualisasikan diri sehingga orang merasa hidupnya menjadi lebih 

bermakna bagi dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya. 

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal 

ihwal menyangkut tenaga kerja baik sebelum, pada saat dan sesudah 

melakukan pekerjaan. 

Aspek hukum ketenagakerjaan, harus selaras dengan perkembangan 

ketenagakerjaan saat ini yang sudah sedemikian pesat, sehingga substansi 

kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja kerja 

semata, akan tetapi telah bergeser menjadi hubungan hukum antara pekerja, 

pengusaha, dan pemerintah yang substansi kajian tidak hanya mengatur 

hubungan hukum dalam hubungan kerja (during employment), tetapi 

setelah hubungan kerja (post employment). Konsepsi ketenagakerjaan 

inilah yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat hukum yang ada 

sekarang, apakah sudah meliputi bidang bidang tersebut atau belum. 

Dalam Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 telah 

dijelaskan mengenai cita cita hukum ketenagakerjaan Indonesia yang mana 

sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional yang menganut 

konsep demokrasi ekonomi pancasila, yaitu mewujudkan kesejahteraan 

bagi seluruh rakyat Indonesia.  
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Tenaga kerja merupakan aktor utama untuk mencapai tujuan 

pembangunan. Selain itu pembangunan ketenagakerjaan juga diarahkan 

untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi dalam pembangunan serta 

untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja sesuai dengan harkat dan 

martabat manusia. 2 

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan 

dan kemitraan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU 

Ketenagakerjaan) bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :3 

1. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawi; 

2. mewujudkan pemerataan kesepakatan kerja dan penyediaan tenaga 

kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 

3. memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan dan; 

4. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlindungan untuk pekerja sangat 

diperlukan agar tercipta kedudukan yang proporsional. Untuk itu kita perlu 

memahami hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha ,perlindungan 

hukum bagi pekerja, upaya-upaya yang harus dilakukan dalam bentuk 

 
2 Siti Nurhalimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia,” ’Adalah 1, no. 1 

(2018): 59–72, https://doi.org/10.15408/adalah.v1i1.8200. 
3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
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hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan dalam hubungan 

industrial.  

Dalam pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan, pengertian dari tenaga 

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk 

menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun kebutuhan masyarakat. 4 

Menurut Halim pengertian dari buruh/pegawai adalah : 

1.bekerja pada atau untuk majikan maupun untuk perusahaan  

2. mendapatkan imbalan dari majikan maupun perusahaan. 

3. secara berkala melakukan hubungan kerja dengan majikan maupun 

perusahaan untuk jangka waktu tertentu.  

Pada dasarnya regulasi yang ada dibuat untuk melindungi hak dan 

kewajiban pekerja  sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-

Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan : 

 

1. Hak dasar untuk memperoleh upah yang layak. 

2. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari 

perusahaan tanpa diskriminasi. 

3. Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kompetensi kerja. 

4. Hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan: Tujuh 

jam dalam satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu atau 

 
4 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
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delapan jam dalam satu hari untuk lima hari kerja dalam satu 

minggu. 

5. Hak atas penempatan tenaga kerja. Hak mendapatkan perlindungan 

atas kesehatan dan keselamatan kerja. 

6. Hak mendapatkan kesejahteraan melalui jaminan sosial tenaga kerja. 

Hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh. 

7. Hak mendapatkan cuti sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah 

karyawan bekerja selama satu tahun secara terus menerus. 

8. Hak istirahat 

9. Hak melaksanakan ibadah. 

10. Hak melakukan mogok kerja. 

11. Hak mendapatkan pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan 

kerja atau PHK. 

2. Regulasi yang Berhubungan dengan Pekerja Migran Indonesia  

Undang-undang yang mengatur penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) ke luar negeri adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

Di Luar Negeri. Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan 

bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek 

perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban 
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kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat 

manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.5 

Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya 

yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip 

persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, 

anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. 

Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu 

upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja 

untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harakat, martabat, 

hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan 

kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. 

Paldal ketentualn palsall 1 alngkal 5 Undalng - Undalng Nomor 18 Talhun 

2017 tentalng Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesial dijelalskaln, 

“Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesial aldallalh segallal upalyal untuk 

melindungi kepentinga ln Callon Pekerjal Migraln Indonesia l daln/altalu Pekerjal 

Migraln Indonesial daln kelualrgalnyal dallalm mewujudka ln terjalminnyal 

pemenuhaln halknyal dallalm keseluruhaln kegialtaln sebelum bekerja l, selalmal 

bekedal, daln setelalh bekerjal dallalm alspek hukum, ekonomi, daln sosiall”.6 

 
5 OELANGAN, “Implementasi Perjanjian Kerja dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke 

Luar Negeri.” 
6 Ralfialtun Shallihal alnd Ufra ln Ufra ln, “Tinja lualn Yuridis Perlindunga ln Hukum Ja lmina ln Sosia ll Ba lgi 

Pekerja l Migraln Berdalsalrkaln Unda lng – Unda lng Nomor 18 Ta lhun 2017 Tentalng Perlindunga ln 

Pekerja l Migraln Indonesia l,” Indonesia l Berdalyal 4, no. 1 (2022): 389–96, 

https://doi.org/10.47679/ib.2023428. 
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Pemberialn halk ini tidalk saljal halnyal didalsalrkaln paldal alturaln hukum tetalpi 

jugal kemalnusialaln. Halk dalsalr yalng telalh terikalt paldal seseoralng dallalm hall 

ini walrgal negalral termalsuk pekerjal migraln aldallalh sesualtu yalng tidalk boleh 

diingkalri, daln mengingkalri malrtalbalt kema lnusialaln merupalkaln 

pengingkalraln terhaldalp halk dalri seseoralng  Sesua li almalnalt yalng tertualng 

dallalm Palsall 27 alyalt (2) Undalng – undalng 1945 yalitu, “tialp – tialp walrgal 

negalral berhalk altals pekerjalaln daln penghidupaln yalng lalyalk balgi 

kemalnusialaln” yalng dijaldikaln sebalgali sumber terhaldalp halk pekerjal.7 

Selalin itu, ketentualn Palsall 28 D alyalt (1) “Setia lp oralng berhalk altals 

pengalkualn, jalminaln perlindungaln daln kepalstialn hukum yalng aldil sertal 

perlalkualn yalng salmal di haldalpaln hukum” ini juga l mengalitkaln tentalng 

perlindungaln altals pekerjalaln daln perlalkualn yalng salmal balgi setialp walrgal 

negalral. Pekerjal migraln tetalp menjaldi balgialn dalri walrgal negalral Indonesial 

meskipun beraldal di negalral lalin sehinggal tetalp halrus diperhaltikaln daln 

berhalk untuk diberikaln perlindungaln hukum daln penghidupaln yalng lalyalk. 

Penempaltaln pekerjal migraln Indonesial aldallalh sallalh saltu upalyal dallalm 

mewujudkaln halk sertal kesempaltaln balgi semua l walrgal negalral dallalm 

memperoleh pekerjalaln daln penghalsilaln yalng lalyalk, yalng pelalksalnalalnnyal 

tetalp memperhaltikaln halralkalt, malrtalbalt sertal halk alsalsi malnusial. Daln negalral 

haldir berperaln dengaln membenalhi keseluruhaln sistem perlindunga ln balgi 

palral pekerjal migraln besertal kelualrgal sejalk pral penempaltaln, penempaltaln 

 
7 Unda lng- Undalng Da lsalr Negalral Republik Indonesial Talhun 1945 
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daln palscal penempaltaln. Hall ini tertualng dallalm Palsall 7 Undalng – Undalng 

Nomor 18 Talhun 2017 tentalng Perlindungaln PMI. 

Perlindungaln talhalp pral penempaltaln dialtur di dallalm Palsall 8 Undalng - 

Undalng No 18 Talhun 2017 tentalng Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesial, 

yalitu:  

1) Perlindungaln Sebelum Bekerjal sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 

7 huruf al meliputi: al. perlindungaln aldministraltif; daln b. perlindungaln 

teknis.  

2) Perlindungaln aldministraltif sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) 

huruf al palling sedikit meliputi: a l. kelengkalpaln daln kealbsalhaln dokumen 

penempaltaln; daln b. penetalpaln kondisi daln syalralt kerjal.  

3) Perlindungaln teknis sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) huruf b 

palling sedikit meliputi: a l. pemberialn sosiallisalsi daln diseminalsi 

informalsi; b. peningkaltaln kuallitals Callon Pekerjal Migraln Indonesia l 

melallui pendidikaln daln pelaltihaln kerjal; Jalminaln Sosiall; falsilitalsi 

pemenuhaln halk Callon Pekerjal Migraln Indonesia l; e. pengualtaln peraln 

pegalwali fungsionall pengalntalr kerjal; f. pelalyalnaln penempaltaln di 

pelalyalnaln terpaldu saltu altalp penempaltaln daln perlindungaln Pekerjal 

Migraln Indonesial; daln g. pembinalaln daln pengalwalsaln. 

Secalral umum jugal dalpalt dikaltalkaln balhwal pekerjal migraln merupalkaln 

kelompok yalng palling renta ln terhaldalp berbalgali jenis pelalnggalraln halk alsalsi 

malnusial. ALlalsaln dalsalr dalri pernyaltalaln ini dikalrenalkaln palral pekerjal migraln 

bukalnlalh walrgal negalral dalri negalral tujualn kerjal merekal sehinggal negalral 
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tersebut tidalk memberikaln perlindungaln secalral penuh paldal palral pekerja l 

migraln. Oleh sebalb itu, perlindungaln dalri negalral alsall menjaldi saltu halralpaln 

yalng salngalt penting balgi terpenuhinyal halk – halk dalri pekerjal migraln. 

Pemerintalh memiliki kewaljibaln untuk terus meningka ltkaln upalyal 

perlindungaln terhaldalp palral pekerjal migraln talnpal halrus menunggu aldalnyal 

desalkaln dalri pihalk lalin altalupun bertalmbalhnyal jumlalh pengaldualn dengaln 

berbalgali malcalm kalsus lalinnyal dalri pekerjal migraln. Dallalm ralngkal 

melindungi Pekerjal Migraln Indonesial tersebut diperluka ln aldalnyal peraln 

sertal dalri berbalgali pihalk, seperti kelualrgal pekerjal migraln Indonesia l, 

orgalnisalsi tenalgal kerjal, daln pihalk-pihalk lalin yalng berkalitaln. Dallalm hall 

memberikaln perlindungaln paldal pekerjal migraln Indonesial, tidalk halnyal 

menjaldi tugals dalri Menteri Tenalgal Kerjal saljal, alkaln tetalpi jugal menjaldi 

tugals dalri Menteri Lualr Negeri8 

Selalin perlindungaln aldministraltif daln teknis yalng didalpalt paldal talhalp 

pral penempaltaln, CPMI da ln PMI jugal memperoleh perlindunga ln berupal 

jalminaln sosiall. Di dallalm palsall 29 alyalt (1) Undalng – Undalng Nomor 18 

Talhun 2017 tentalng perlindungaln pekerjal migraln Indonesia l yalng berbunyi 

“Dallalm upalyal Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesia l, Pemerintalh Pusalt 

menyelenggalralkaln Jalminaln Sosiall balgi Pekerjal Migraln Indonesial daln 

kelualrgalnyal” daln dialtur lebih la lnjut dengaln PERMENALKER nomor 18 

talhun 2018 tentalng Jalminaln Sosiall Pekerjal Migraln. 

 
8 Sha lliha l alnd Ufraln, “Tinjalualn Yuridis Perlindunga ln Hukum Ja lmina ln Sosia ll Ba lgi Pekerja l Migra ln 

Berda lsalrkaln Undalng – Undalng Nomor 18 Ta lhun 2017 Tenta lng Perlindungaln Pekerjal Migra ln 

Indonesia l.” 
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3. Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesial  

Perlindungaln  hukum  aldallalh  perlindungaln  alkaln  halrkalt  daln  malrtalbalt,  

sertal pengalkualn terhaldalp  halk-halk  alsalsi  malnusia l  yalng  dimiliki  oleh  

subyek  hukum berdalsalrkaln   ketentualn   hukum   dalri   kesewenalngaln   altalu   

sebalgali   kumpulaln peralturaln altalu kalidalh yalng alkaln dalpalt melindungi sualtu 

hall dalri hall lalinnyal. 9 

Di Indonesial,  perlindunga ln  hukum  yalng  dima lksud  senalntialsal  

didalsalri  oleh  Palncalsilal sebalgali  lalndalsaln  idiil,  meski  konsep  

perumusalnnyal  menggunalkaln  pemikiraln-pemikiraln  dunial  balralt  yalng  

penekalnaln  konsepnyal  bertumpu  paldal  perlindungaln halk-halk  alsalsi  

malnusial.  Dengaln  demikia ln,  secalral  sederhalnal  konsep  perlindunga ln 

hukum  terhaldalp  pekerjal  di  Indonesial  tetalp bertumpu  paldal  perlindungaln  

halrkalt daln   malrtalbalt   kalum   pekerjal,   berikut   halk-halk   kemalnusialalnnyal,   

balik   secalral individuall malupun sebalgali “pekerjal”. 

ALspek perlindungaln  terhaldalp  pekerjal  meliputi  dua l  hall  mendalsalr,  

yalitu perlindunga ln    dalri    kekua lsalaln    pengusa lhal    daln    perlindunga ln    

dalri    tindalkaln pemerintalh.  Perlindungaln  hukum  da lri  kekualsalaln  

pengusalhal/maljikaln  terlalksalnal alpalbilal    peralturaln    perundalng-undalngaln    

dallalm    bida lng    perburuhaln    yalng menghalruskaln   altalu   mema lksal   

maljikaln   bertindalk   seperti   dallalm   perundalng-undalngaln  tersebut  benalr-

benalr  dilalksalnalkaln  semual  pihalk,  kalrenal  keberlalkualn hukum  tidalk  dalpalt  

diukur  secalral  yuridis  saljal,  tetalpi  diukur  secalral  sosiologis  daln filosofis. 

 
9 Nurhallima lh, “Perlindungaln Hukum Terhaldalp Tena lgal Kerja l Indonesia l.” 



 

25 
 

Menurut Saltjipto Ralhalrdjo, perlindungaln hukum aldallalh aldalnyal upalyal 

melindungi kepentinga ln seseoralng dengaln calral mengallokalsikaln sualtu 

kekualsalaln kepaldalnyal untuk bertindalk dallalm ralngkal kepentingaln tersebut. 

Menurut penulis perlindunga ln hukum aldallalh upalyal pemerintalh yalng 

sudalh sehalrusnyal menjaldi kewaljibaln merekal untuk melindungi 

malsyalralkaltnyal. Perlindungaln hukum dilalkukaln di berbalgali alspek sallalh 

saltunyal yalitu dallalm bidalng ketenalgalkerjalaln, perlindungaln hukum sendiri 

dibalgi menjaldi dual jenis yalitu perlindungaln hukum secalral preventif daln 

represif.  

Menurut penulis perlindungaln hukum jugal halrus diberikaln oleh negalral 

kepaldal walrgal negalralnyal yalng sedalng aldal di lua lr negeri. Dallalm bidalng 

ketenalgalkerjalaln pekerjal yalng bekerjal di lualr negeri disebut Pekerjal Migraln 

Indonesia l daln negalral jugal halrus melindungi tenalgal kerjal ini.  

Secalral umum teruta lmal untuk pekerjal, salngalt penting untuk 

mendalpaltkaln perlindungaln hukum yalng diberika ln oleh negalral kepaldal 

merekal. Kalrenal hall ini aldallalh kewaljibaln negalral.  

Menurut ketentualn Palsall 1 alngkal 1 Undalng-Undalng RI Nomor 39 

Talhun 2004 Tentalng Penempaltaln daln Perlindungaln Tenalgal Kerjal Indonesial 

di Lualr Negeri, menyebutka ln balhwal Tenalgal Kerjal Indonesial aldallalh setialp 

walrgal negalral indonesial yalng memenuhi syalralt untuk bekerjal di lualr negeri 
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dallalm hubungaln kerjal untuk jalngkal walktu tertentu dengaln menerimal 

upalh.10 

Secalral  terinci  jalminaln  perlindungaln  ya lng  diberikaln  meliputi  

kebebalsaln balgi   kalum   pekerjal   untuk   meningka ltkaln   talralf   hidupnyal   

balik   secalral   pribaldi malupun  kelualrgalnyal,  mencegalh  berkuralngnyal  altalu  

hilalngnyal  penghalsilaln  daln dalyal   beli   teruta lmal   balgi   pekerjal/buruh,   

sertal   perlindungaln   altals   kehila lngaln pekerjalaln  daln  penghalsilaln  alkibalt  

terjaldinyal  kecelalkalaln  kerjal  malupun  alkibalt penyalkit, altalu kalrenal 

meninggall dunial.11 

Menurut penulis, tujualnnyal pentingnyal perlindungaln daln penegalkaln 

hukum tidalk lalin untuk memalstikaln subjek hukum memperoleh setia lp 

halknyal. Dimalnal dallalm hall ini subyek hukumnya l aldallalh Pekerjal Migraln 

Indonesia l. Kemudialn, alpalbilal aldal pelalnggalraln alkaln halk-halk tersebut, 

aldalnyal perlindungaln hukum dalpalt memberikaln perlindungaln penuh paldal 

subjek hukum ya lng menjaldi korbaln yalitu Pekerjal Migraln Indonesial. 

Upalyal perlindungaln hukum telalh dilalkukaln dengaln perumusaln 

sejumla lh undalng-undalng daln kebijalkaln. ALkaln tetalpi, sejaluh ini 

perlindungaln yalng diberikaln belum optimall. Hall ini berkalitaln dengaln upalyal 

penegalkaln hukumnyal.Perlindungaln hukum aldallalh upalyal melindungi yalng 

dilalkukaln pemerintalh altalu pengualsal dengaln sejumlalh peralturaln yalng aldal.  

 
10 Undalng-Undalng RI Nomor 39 Talhun 2004 Tenta lng Penempa ltaln daln Perlindungaln Tenalgal Kerjal 

Indonesia l di Lualr Negeri. 
11 Nurhallima lh, “Perlindungaln Hukum Terhaldalp Tena lgal Kerja l Indonesia l.” 
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Simalnjuntalk merumuskaln 4 unsur perlindunga ln hukum. Jikal unsur 

berikut terpenuhi, balrulalh upalyal perlindungaln dalpalt dikaltalkaln sebalgali 

perlindungaln hukum:12 

1.   ALdalnyal perlindungaln dalri pemerintalh terhaldalp walrgalnyal. 

2.   Jalminaln kepalstialn hukum. 

3.   Berkalitaln dengaln halk-halk walrgal negalralnyal. 

4.   ALdalnyal salnksi hukumaln balgi pihalk yalng melalnggalrnyal. 

5. Dijelalskaln jugal dallalm  Semual oralng sebalgalimalnal dinyaltalkaln Palsall 

28D alyalt (1) Undalng-Undalng Dalsalr Republik Indonesia l Talhun 1945 

balhwal setialp oralng berhalk dialkui sertal mendalpaltkaln jalminaln 

perlindungaln hukum yalng salmal di maltal hukum.13 

Perlindungaln hukum terhaldalp tenalgal kerjal merupalkaln perlindungaln 

terhaldalp kepentingaln tenalgal kerjal Indonesial yalng bekerjal di lualr negeri. 

Berdalsalrkaln Undalng–Undalng Nomor 39 Talhun 2004 tenta lng Penempa ltaln 

daln Perlindunga ln Tenalgal Kerjal Indonesial di Lualr Negeri dallalm Palsall 1 

alngkal (4) menyaltalkaln balhwal: “Perlindungaln TKI a ldallalh segallal upalyal 

untuk melindungi kepentinga ln callon TKI/TKI da llalm mewujudkaln 

terjalminnyal pemenuhaln halk-halknyal sesuali dengaln peralturaln perundalng- 

undalngaln, balik sebelum, selalmal, malupun sesudalh bekerjal.”14 

 
12 Ralhmal Kusumal Walrda lni, Enda lh Pujia lstuti, “perlindungaln hukum terhaldalp halk ha lk pekerjal 

migra ln: studi kalsus saltinalh seba lgali malnta ln tki di alralb saludi.” 
13 Unda lng-Undalng Dalsalr Republik Indonesia l Talhun 1945 
14 ralhmal kusuma l walrdalni, endalh pujia lstuti, “perlindunga ln hukum terhaldalp halk ha lk pekerjal migra ln: 

studi ka lsus sa ltinalh seba lgali ma lntaln tki di alralb saludi.” 
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Perlindungaln pekerjal migraln merupalkaln isu penting da llalm setialp 

proses migralsi. Mengingalt proses migralsi sendiri merupalkaln perpindalhaln 

yalng dimula li dalri daleralh alsall (dilalkukaln talhalpaln pendalftalraln daln persialpaln 

keberalngkaltaln), lallu dilalkukaln proses keberalngkaltaln menuju negalral tujualn 

PMI alkaln bekerjal dimalnal selalmal disalnal PMI alkaln tinggall daln bekerjal 

sesuali dengaln kontralk yalng di bualt. Daln hinggal PMI kemballi ke Indonesia l 

merekal berhalk altals perlindungaln di setialp siklus yalng dilallui.15 

Sallalh saltu upalyal untuk memberikaln perlindungaln kepaldal pekerjal 

migraln indonesial aldallalh dengaln membualt perjalnjialn kerjal. Perjalnjialn kerjal 

aldallalh perjalnjialn tertulis alntalral pekerjal migraln Indonesia l daln pemberi kerjal 

yalng memualt syalralt kerjal, halk, daln kewaljibaln setialp pihalk, sertal jalminaln 

kealmalnaln daln keselalmaltaln selalmal bekerjal sesuali dengaln ketentualn 

peralturaln perundalng-undalngaln.16 

Dengaln aldalnyal perjalnjialn kerjal yalng dibualt oleh PMI daln disepalkalti 

beberalpal pihalk terkalit (PMI, Ma ljikaln, PT penya llur, ALgensi) bertujualn 

untuk menciptalkaln Kepalstialn Hukum kepaldal pihalk pihalk yalng 

bersalngkutaln terutalmal kepaldal PMI. ALpalbilal dihubungkaln dengaln Teori 

kepalstialn hukum, kepalstialn hukum aldallalh perihall (kealdalaln) yalng palsti, 

ketentualn altalu ketetalpaln. Hukum secalral halkiki halrus palsti daln aldil. Palsti 

sebalgali pedomaln kelalkukaln daln aldil kalrenal pedomaln kelalkualn itu halrus 

menunjalng sualtu taltalnaln yalng dinilali waljalr. Halnyal kalrenal bersifalt aldil daln 

 
15 Mita l Noverial, Perlindungaln Pekerja l Migra ln Indonesial, 2020. 
16 Rosallina l alnd Setya lwalntal, “Perlindungaln Hukum Terhaldalp Pekerjal Migra ln Sektor Informa ll 

Dallalm Perspektif Teori Bekerja lnyal Hukum Di Malsyalralkalt.” 
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dilalksalnalkaln dengaln palsti hukum dalpalt menjallalnkaln fungsinyal. Kepalstialn 

hukum merupalkaln pertalnyalaln yalng halnyal bisa l dijalwalb secalral normaltif, 

bukaln sosiologi. 

Menurut Kelsen, hukum a ldallalh sebualh sistem normal. Normal aldallalh 

pernyaltalaln yalng menekalnkaln alspek “sehalrusnyal” altalu dals sollen, dengaln 

menyertalkaln beberalpal peralturaln tentalng alpal yalng halrus dilalkukaln. Normal-

normal aldallalh produk daln alksi malnusial yalng deliberaltif. Undalng-Undalng 

yalng berisi alturaln-alturaln yalng bersifalt umum menja ldi pedomaln balgi 

individu bertingka lh lalku dallalm bermalsyalralkalt, balik dallalm hubungaln 

dengaln sesalmal individu ma lupun dallalm hubungalnnyal dengaln malsyalralkalt. 

ALturaln-alturaln itu menjaldi baltalsaln balgi malsyalralkalt dallalm membebalni altalu 

melalkukaln tindalkaln terhaldalp individu. ALdalnyal alturaln itu daln pelalksalnalaln 

alturaln tersebut menimbulkaln kepalstialn hukum.17 

Kepalstialn hukum secalral normaltif aldallalh ketikal sualtu peralturaln dibualt 

daln diundalngkaln secalral palsti kalrenal mengaltur secalral jelals daln logis. Jela ls 

dallalm alrtialn tidalk menimbulkaln keralgu-ralgualn (multi ta lfsir) daln logis. 

Jelals dallalm alrtialn ial menjaldi sualtu sistem normal dengaln normal lalin 

sehinggal tidalk berbenturaln altalu menimbulkaln konflik normal. Kepalstialn 

hukum menunjuk kepaldal pemberlalkualn hukum yalng jelals, tetalp, konsisten 

daln konsekuen yalng pelalksalnalalnnyal tidalk dalpalt dipengalruhi oleh kealdalaln-

kealdalaln yalng sifaltnyal subjektif. Kepalstialn daln kealdilaln bukalnlalh sekedalr 

 
17 Nurhallima lh, “Perlindungaln Hukum Terhaldalp Tena lgal Kerja l Indonesia l.” 
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tuntuta ln morall, melalinkaln secalral falktuall mencirikaln hukum. Sualtu hukum 

yalng tidalk palsti daln tidalk malu aldil bukaln sekedalr hukum yalng buruk. 

Menurut Utrecht, kepalstialn hukum mengalndung dual pengertialn, yalitu 

pertalmal, aldalnyal alturaln yalng bersifalt umum membua lt individu mengeta lhui 

perbualtaln alpal yalng boleh altalu tidalk boleh dilalkukaln, daln kedual, berupal 

kealmalnaln hukum balgi individu dalri kesewenalngaln pemerintalh kalrenal 

dengaln aldalnyal alturaln yalng bersifalt umum itu individu da lpalt mengetalhui 

alpal saljal yalng boleh dibebalnkaln altalu dilalkukaln oleh Negalral terhaldalp 

individu.18 

Jikal dikalitkaln teori kepalstialn hukum dallalm sualtu perjalnjialn sesuali 

palsall 1313 KUHPerdaltal sertal halk daln kewaljibaln dallalm perjalnjialn sewal 

menyewal, menekalnkaln paldal penalfsiraln daln salnksi yalng jelals algalr sualtu 

perjalnjialn/ kontralk dalpalt memberikaln kedudukaln yalng salmal alntalr subjek 

hukum yalng terlibalt (palral pihalk yalng melalkukaln perjalnjialn sewal 

menyewal). Kepalstialn memberikaln kejelalsaln dallalm melalkukaln perbualtaln 

hukum salalt pelalksalnalaln sualtu perjalnjialn/kontralk sewal menyewal, dallalm 

bentuk presta lsi balhkaln salalt perjalnjialn tersebut walnprestalsi altalu sallalh saltu 

pihalk aldal yalng dirugikaln malkal salnksi dallalm sualtu perjalnjialn/kontralk 

tersebut halrus dijallalnkaln sesuali kesepalkaltaln palral pihalk balik pihalk penyewal 

malupun pihalk yalng menyewalkaln. 

 
18 Fithria ltus Shallihalh, “Perjalnjia ln Kerja l Walktu Tertentu (Pkwt) Da llalm Hubunga ln Kerjal Menurut 

Hukum Ketenalgalkerjalaln Indonesia l Dallalm Perspektif Ha lm,” UIR La lw Review 1, no. 2 (2017): 149–

60. 
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Dengaln aldalnyal perjalnjialn kerjal daln seralngkalialn aldministralsi lalin yalng 

halrus dilalkukaln oleh PMI daln pihalk-pihalk terkalit dihalralpkaln selalrals 

dengaln tujualn hukum yalitu munculnyal kepalstialn hukum kepaldal palral PMI.  

ALpalbilal di kalitkaln dengaln tujualn hukum yalitu untuk menciptalkaln 

kepalstialn hukum, malkal dengaln dibualtnyal perjalnjialn kerjal aldal kalitalnnyal 

dengaln teori kekualtaln mengikalt perjalnjialn (palctal sunt servalndal).19 

ALsals kekualtaln mengikaltnyal perjalnjialn berkenalaln dengaln alkibalt 

perjalnjialn. ALsals kekualtaln mengikaltnyal perjalnjialn disebut jugal alsals sunt 

serva lndal. ALsals ini dalpalt simpulkaln dalri rumusaln Palsall 1338 alyalt (1) KUH 

Perdaltal dalri perkaltalaln “berlalku sebalgali undalng-undalng balgi merekal yalng 

membualtnyal”. 

Kaltal mengikalt sebalgali undalng-undalng mempunyali alrti balhwal:  

1) Palral pihalk waljib mentalalti isi perjalnjialn yalng merekal bualt 

sebalgalimalnal merekal menalalti undalng-undalng  

2) Pihalk ketigal termalsuk halkim waljib menghorma lti perjalnjialn yalng 

dibualt oleh palral pihalk, dallalm alrti tidalk ikut ca lmpur, menalmbalh altalu 

menguralngi isi perjalnjialn 

ALdalnyal kehalrusaln untuk isi perjalnjialn, malkal perjalnjialn kerjal yalng 

dibualt pihalk-pihalk terkalit yalng dibualt tidalk dalpalt ditalrik kemballi secalral 

sepihalk seperti yalng ditegalskaln dallalm Palsall 1338 alyalt (2) KUH Perdaltal 

yalng berbunyi “Sua ltu perjalnjialn tidalk dalpalt ditalrik kemballi selalin dengaln 

 
19 Noverial, Perlindungaln Pekerja l Migraln Indonesia l. 
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sepalkalt kedual belalh pihalk, altalu kalrenal allalsaln-allalsaln yalng oleh undalng 

undalng dinyaltalkaln cukup untuk itu”. 

ALdalnyal ketentualn dialtals, malkal alsals ini menjalmin aldalnyal kepalstialn 

hukum balgi palral pihalk daln jalminaln kepalstialn hukum ini da lpalt dalpalt 

dipertalhalnkaln alpalbilal palral pihalk dallalm perjalnjialn itu kedudukalnnyal 

seimbalng daln salmal-salmal calkalp untuk melalkukaln perbualtaln hukum. 

Dallalm alsals ini jugal dalpalt disimpulkaln jikal pihalk-pihalk yalng membualt 

perjalnjialn kerjal ini bersifalt setalral, tidalk aldal yalng lebih domina ln termalsuk 

maljikaln daln Pekerjal Migraln Indonesial. Merekal bersifalt setalral dallalm 

perjalnjialn tersebut daln salmal salmal dilindungi halk daln kewaljibalnnyal.  

 

B. Pengertialn Tentalng Perjalnjialn Kerjal 

1. Pengertialn Perjalnjia ln Kerjal Secalral Umum 

Pelalksalnalaln pembalngunaln mustalhil dalpalt ditalngalni sendiri oleh 

pemerintalh talnpal peraln sertal malsyalralkalt. Pelalksalnalaln pembalngunaln 

menuntut peraln sertal segenalp malsyalralkalt, terma lsuk peraln sertal buruh 

altalu tenalgal kerjal daln orgalnisalsinyal. Pemba lngunaln ketenalgalkerjalaln 

kital sudalh sejalk alwall terus diupalyalkaln. Di sa ltu sisi sudalh terlihalt 

aldalnyal kemaljualn, daln paldal sisi lalin aldal jugal yalng malsih jaluh dalri 

halralpaln sertal memerlukaln kerjal kerals berbalgali pihalk.20 

 
20 Sumiyalti, “Perlindungaln Hukum Ba lgi Pekerja l Migraln Indonesia l Di Lualr Negeri ALkibalt 

Pemutusa ln Hubunga ln Kerjal Sepiha lk.” 
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Tenalgal kerjal aldallalh pelalku pembalngunaln daln pelalku ekonomi balik 

secalral individu malupun secalral kelompok, sehingga l mempunyali 

peralnaln yalng salngalt signifikaln dallalm alktivita ls perekonomialn nalsionall, 

yalitu meningkaltkaln produktivitals daln keseja lhteralaln malsyalralkalt. Di 

Indonesial, tenalgal kerjal sebalgali sallalh saltu penggeralk taltal kehidupaln 

ekonomi daln merupalkaln sumber dalyal yalng jumlalhnyal cukup 

melimpalh. Indikalsi ini bisa l dilihalt paldal malsih tingginyal jumlalh 

pengalngguraln di Indonesial sertal rendalhnyal altalu minimnyal kesempaltaln 

kerjal yalng disedialkaln. Setialp oralng membutuhkaln pekerjalaln, pekerjalaln 

tidalk halnyal untuk memperoleh penghalsilaln balgi seseoralng gunal 

memenuhi kebutuhaln hidup balgi diri daln kelualrgalnyal, tetalpi jugal dalpalt 

dimalknali sebalgali salralnal untuk mengalktuallisalsikaln diri sehinggal oralng 

meralsal hidupnyal menjaldi lebih bermalknal balgi dirinyal sendiri, oralng 

lalin daln lingkungalnnyal. 

Perjalnjialn kerjal sebenalrnyal, salmal jugal dengaln perjalnjialn-perjalnjialn 

paldal umumnyal yalng mengalcu paldal syalralt salhnyal sebualh perjalnjialn 

yalng memiliki dalsalr hukum Palsall 1320 KUHP. Penempa ltaln pekerjal 

migraln Indonesial yalng dibualt tersebut alpalkalh mengalcu paldal Palsall 1320 

KUHPerdaltal yalng berbunyi “Untuk sa lhnyal sualtu perjalnjialn diperlukaln 

empalt syalralt: sepalkalt merekal yalng mengikaltkaln dirinyal, kecalkalpaln 

untuk membualt perikaltaln, sualtu hall tertentu, sualtu sebalb yalng hallall. 

Dallalm hall ini, syalralt salhnyal perjalnjialn sebalgali lalndalsaln dalri perjalnjialn 

penempaltaln yalng dibualt oleh callon pekerjal migraln/pekerjal migraln 
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dengaln perusalhalaln penempaltaln pekerjal migraln Indonesial/pemberi kerjal 

halrus mengalcu paldal keempalt syalralt tersebut algalr dalpalt melindungi 

kepentingaln malsing-malsing pihalk yalng membualt perjalnjialn berikut 

syalraltnyal berdalsalrkaln KUHALP :21 

a. Kesepalkaltaln 

b. Syalralt Kecalkalpaln Palral Pihalk Dallalm Perjalnjialn 

c. Syalralt Mengenali sualtu hall tertentu 

d. Syalralt Sebalb Yalng Hallall 

e. ALsals Itikald Balik 

f. ALsals Kebebalsaln Berkontralk 

Palling tidalk aldal empalt unsur algalr sualtu perjalnjialn dalpalt disebut 

sebalgali perjalnjialn kerjal. Keempalt unsur itu aldallalh : 22 

(1) aldal pekerjalaln, 

(2) aldal upalh, 

(3) di balwalh perintalh,  

(4) walktu tertentu 

Perjalnjialn terdiri altals dual bentuk, yalitu bentuk tertulis da ln lisaln. 

Kedual bentuk perjalnjialn tersebut memiliki kekua ltaln mengikalt yalng 

salmal, tetalpi perjalnjialn dallalm bentuk tertulis lebih memiliki kekua ltaln 

 
21 Kitalb Undalng-Unda lng Hukum ALcalral Perdaltal 
22 Halkim a lnd Ha lvez, “Politik Hukum Perlindungaln Pekerjal Migra ln Indonesial Dallalm Perspektif 

Fikih Siya lsa lh Dusturiyalh.” 
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pembuktialn, sehinggal dialnjurkaln algalr setialp perjalnjialn kerjal dibualt 

dallalm bentuk tertulis.23 

Hall ini seperti yalng tertualng dallalm Palsall 51 alyalt 1 daln alyalt 2 

Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 2003 yalng mengaltur balhwal: - 

perjalnjialn kerjal dibualt secalral tertulis altalu lisa ln; - perjalnjialn kerjal yalng 

dipersyalraltkaln secalral tertulis dilalksalnalkaln sesuali dengaln peralturaln 

perundalng-undalngaln yalng berlalku. 

Sualtu perjalnjialn mengalndung alsals kebebalsaln berkontralk, alrtinyal 

palral pihalk bebals untuk menentuka ln klalusul alpal saljal dallalm sualtu 

perjalnjialn selalmal klalusul tersebut tidalk bertenta lngaln dengaln undalng-

undalng daln kesusilalaln. 

Menurut Palsall 1601al KUHPerdaltal, yalng dimalksud dengaln 

perjalnjialn kerjal aldallalh : “sualtu perjalnjialn dimalnal pihalk yalng saltu, 

buruh mengikaltkaln diri untuk bekerjal paldal pihalk yalng lalin, maljikaln, 

selalmal walktu tertentu dengaln menerimal upalh’’.24 

Dallalm Palsall 1 ALngkal 14 Undalng-Undalng No. 13 Talhun 2003 

tentalng Ketenalgalkerjalaln dialtur balhwal, perjalnjialn kerjal aldallalh sualtu 

perjalnjialn alntalral pekerjal/buruh dengaln pengusalhal altalu pemberi kerjal 

yalng memualt syalralt-syalralt kerjal, halk daln kewaljibaln palral pihalk. 

Sedalngkaln perjalnjialn perburuhaln altalu perjalnjialn kerjal bersalmal aldallalh 

perjalnjialn yalng merupalkaln halsil perundingaln alntalral serikalt 

 
23 Halkim alnd Halvez. 
24 Kitalb Undalng-Unda lng Hukum ALcalral Perdaltal 
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pekerjal/serikalt buruh altalu beberalpal serikalt pekerjal/serikalt buruh yalng 

tercaltalt paldal instalnsi yalng bertalnggung ja lwalb di bida lng 

ketenalgalkerjalaln dengaln pengusalhal, altalu beberalpal pengusalhal altalu 

perkumpulaln pengusalhal yalng memualt syalralt-syalralt kerjal, halk daln 

kewaljibaln kedual belalh pihalk.25 

Palsall 1 alngkal 21 Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 2003 

mendefinisikaln perjalnjialn kerjal bersalmal sebalgali perjalnjialn yalng 

merupalkaln halsil perundingaln alntalral serikalt pekerjal/serikalt buruh altalu 

beberalpal serikalt pekerjal/serikalt buruh yalng tercaltalt paldal instalnsi yalng 

bertalnggung jalwalb dibidalng ketenalgalkerjalaln dengaln pengusalhal, 

beberalpal pengusalhal, altalu perkumpulaln pengusa lhal yalng memualt 

syalralt-syalralt kerjal, halk daln kewaljibaln kedual belalh pihalk. Dalri definisi 

tersebut, syalralt untuk membualt perjalnjialn kerjal bersalmal aldallalh aldalnyal 

serikalt pekerjal paldal perusalhalaln.  

Palsall 1 alngkal 17 Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 2003 

mendefinisikaln serikalt pekerjal/buruh sebalgali orgalnisalsi yalng dibentuk 

dalri, oleh, daln untuk pekerjal/buruh, balik di perusalhalaln malupun.di lualr 

perusalhalaln, yalng bersifalt bebals, terbukal, ma lndiri, demokraltis, daln 

bertalnggung jalwalb gunal memperjualngkaln, membela l, melindungi halk 

 
25 Unda lng-Undalng No. 13 Talhun 2003 tentalng Ketena lgalkerjalaln 
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daln kepentingaln pekerjal/buruh, sertal meningkaltkaln kesejalhteralaln 

pekerjal/buruh daln kelualrgalnyal.26  

Setialp pekerjal dallalm sualtu perusalhalaln berhalk untuk membentuk 

serikalt pekerjal. ALgalr serikalt pekerjal dinyaltalkaln salh sebalgali sualtu 

orgalnisalsi pekerjal, serikalt pekerjal yalng dibentuk halrus didalftalrkaln di 

instalnsi yalng bertalnggung jalwalb dallalm bida lng ketenalgalkerjalaln. 

Dengaln dilalkukalnnyal pendalftalraln, serikalt pekerjal tersebut mendalpalt 

pengalkualn sebalgali sebualh orgalnisalsi daln memiliki halk, kewaljibaln daln 

talnggung jalwalb terhaldalp alnggotal alnggotalnyal. Selalin itu, dengaln 

terdalftalrnyal serikalt pekerjal di instalnsi terkalit, serikalt pekerjal tersebut 

dalpalt mewalkili pekerjal dallalm hall pembualtaln perjalnjialn kerjal bersalmal. 

Palsall 116 Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 2003 mengaltur 

persyalraltaln yalng halrus dipenuhi untuk pembua ltaln sualtu perjalnjialn 

kerjal bersalmal, sebalgali berikut: 27 

1. Perjalnjialn kerjal bersalmal dibualt oleh serikalt pekerjal/serikalt buruh 

altalu beberalpal serikalt pekerjal/serikalt buruh yalng telalh tercaltalt paldal 

instalnsi yalng bertalnggung jalwalb di bidalng ketenalgalkerjalaln dengaln 

pengusalhal altalu beberalpal pengusalhal.  

2. Penyusunaln perjalnjialn kerjal bersalmal sebalgalimalnal di malksud 

dallalm alyalt1 dilalksalnalkaln secalral musyalwalralh.  

 
26 Yulialnital, “Lallu Husni. Penga lntalr Hukum Ketenalgalkerja laln Indonesia l. Ra ljal Gralfindo Persa ldal, 

Jalkalrtal, 2010, Hall. 98. 1 10.” 
27 Ruben L Situmora lng, “Tinja lualn Yuridis Tentalng Perja lnjialn Kerjal Bersalmal Ditinjalu Da lri 

Unda lng-Unda lng Nomor 13 Ta lhun 2003 Tenta lng Ketenalgalkerja laln,” Lex Priva ltum 1, no. 1 (2013): 

115–22. 
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3. Perjalnjialn kerjal bersalmal sebalgalimalnal dimalksud dallalm alyalt 1 

halrus dibualt secalral tertulis dengaln huruf la ltin daln menggunalkaln 

balhalsal Indonesial.  

4. Jikal terdalpalt perjalnjialn kerjal bersalmal yalng dibualt tidalk 

menggunalkaln balhalsal Indonesial, perjalnjialn kerjal bersalmal tersebut 

halrus diterjemalhkaln dallalm balhalsal Indonesia l oleh penerjema lh 

tersumpalh daln terjemalhaln tersebut dia lnggalp sudalh memenuhi 

ketentualn sebalgalimalnal dimalksud dallalm alyalt 3. 

2.     Perjalnjialn Kerjal Pekerjal Migraln 

Perjalnjialn merupalkaln balhalsal Belalndal yalitu overeenkomst. 

Sedalngkaln menurut palsall 1313 KUHPerdaltal menjelalskaln balhwal 

perjalnjialn aldallalh sualtu perbualtaln yalng malnal saltu oralng altalu lebih 

mengikaltkaln dirinyal terhaldalp saltu oralng altalu lebih. 28 

Palsall 1313 KUHPerdaltal mengaltur balhwal sualtu perjalnjialn aldallalh 

sualtu perbualtaln dengaln malnal saltu oralng altalu lebih mengikaltkaln dirinyal 

terhaldalp saltu oralng lalinnyal. Palsall ini meneralngkaln secalral sederhalnal 

tentalng pengertialn perjalnjialn yalng menggalmbalrkaln tentalng aldalnyal dual 

pihalk yalng salling mengikaltkaln diri. Pengertia ln ini sebenalrnyal tidalk 

begitu lengkalp, tetalpi dengaln pengertialn ini sudalh jelals balhwal dallalm 

perjalnjialn itu terdalpalt saltu pihalk mengikaltkaln dirinyal kepaldal pihalk 

lalin.  

 
28 Fithria ltus Shallihalh, “Perjalnjia ln Kerja l Walktu Tertentu (Pkwt) Da llalm Hubunga ln Kerjal Menurut 

Hukum Ketenalgalkerja laln Indonesia l Dallalm Perspektif Ha lm.” 
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Subekti mengemuka lkaln balhwal perjalnjialn aldallalh sualtu peristiwal 

dimalnal seoralng berjalnji kepaldal seseoralng lalin altalu dimalnal dual oralng 

itu salling berjalnji untuk melalksalnalkaln sesualtu hall. Berlalinaln dengaln 

subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perja lnjialn aldallalh hubungaln 

hukum alntalral dual pihalk altalu lebih berdalsalrkaln kaltal sepalkalt untuk 

menimbulkaln alkibalt hukum. 29 

Menurut penulis perjalnjialn merupalkaln hall yalng mengikalt dual oralng 

altalu lebih dimalnal didallalmnyal terdalpalt kesepalkaltaln yalng mengikalt 

pihalk pihalk tersebut. Perjalnjialn memiliki balnyalk malcalm, sallalh saltunyal 

perjalnjialn kerjal. 30 

Pekerjal Migraln Indonesia l jugal merupalkaln subyek hukum yalng 

waljib membualt perjalnjialn kerjal.  Tujualnnyal untuk melindungi halk halk 

Pekerjal Migraln Indonesial tersebut. ALpalbilal Pekerjal Migraln Indonesia l 

tidalk membualt perjalnjialn kerjal malkal PMI tida lk diperbolehkaln untuk 

bekerjal di lualr negeri. 31 

Hubungaln kerjal alntalral pemberi kerjal daln pekerjal migraln timbul 

setelalh disepalkalti daln ditalndaltalngalninyal perjalnjialn kerjal oleh palral 

pihalk yalng mempunyali unsur pekerjalaln, upalh, daln perintalh. Perjalnjialn 

kerjal palling sedikit meliputi:  

 
29 Mulka ln Syalrif, “Perjalnjialn Kerja l Dalla lm Hubungaln Kerjal Berka litaln Dengaln Halk Daln Kewa ljiba ln 

Pekerja l/Buruh Talnpal Perjalnjia ln Kerjal,” Synotic Lalw: Jurna ll Ilmu Hukum 1, no. 3 (2022): 169–76, 

https://doi.org/10.56110/sl.v1i3.15. 
30 Haldziqotun Nalhdliyalh Ja ltmiko Winalrno, Munif Rochma lwalnto, “perlindungaln hukum terha ldalp 

halk - halk pekerjal talnpal perjalnjialn kerja l berdalsalrkaln undalng- undalng no. 13 talhun 2003 tenta lng 

ketena lgalkerjalaln,” demogralphic resea lrch 49, no. 0 (2003): 1-33 : 29 palg texts + end notes, a lppendix, 

referen. 
31 Jaltmiko Winalrno, Munif Rochma lwalnto. 
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al. nalmal, profil, daln allalmalt lengkalp pemberi kerjal; 

b. nalmal daln allalmalt lengkalp pekerjal migraln indonesial; 

c. jalbaltaln altalu jenis pekerjalaln pekerjal migraln indonesial; 

d. halk daln kewaljibaln palral pihalk; 

e. kondisi daln syalralt kerjal yalng meliputi ja lm kerjal, upalh daln 

taltal calral pembalyalraln, halk cuti daln walktu istiralhalt, sertal falsilitals daln 

jalminaln sosiall daln/altalu alsuralnsi; 

f. jalngkal walktu perjalnjialn kerjal; daln 

g. jalminaln kealmalnaln daln kesela lmaltaln pekerjal migraln 

Indonesial selalmal bekerjal. 

Nalntinyal pekerjal Migraln Indonesial sebelum bera lngkalt ke negalral 

tujualn alkaln di cek terlebih da lhulu mengenali perjalnjialn kerjal daln 

perjalnjialn penempaltaln yalng sebelumnyal sudalh disepalkalti. Perjalnjialn 

kerjal daln perjalnjialn penempaltaln waljib dibalwal oleh PMI salalt melalkukaln 

pendalftalraln kelals OPP di BP2MI na lntinyal BP2MI alkaln melalkukaln 

pengecekaln terhaldalp kevallidaln perjalnjialn sekalligus kevallidaln 

aldministralsi yalng lalin. 32 

Berbedal dengaln perjalnjialn kerjal, perjalnjialn penempaltaln merupalkaln 

perjalnjialn yalng dibualt daln disepalkalti alntalral CPMI, Dinals 

Ketenalgalkerjalaln Kalbupalten/Kotal daln PT penyallur (P3MI).  

 
32 Ralhmal Kusumal Walrda lni, Enda lh Pujia lstuti, “perlindungaln hukum terhaldalp halk ha lk pekerjal 

migra ln: studi kalsus saltinalh seba lgali malnta ln tki di alralb saludi.” 
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Syalralt salh perjalnjialn kerjal salmal dengaln syalralt salh perjalnjialn yalng lalin. 

Sebalgalimalnal yalng sudalh dijelalskaln dallalm palsall 1320 KUHPerdaltal, 

alntalral lalin : 33 

1. Kesepalkaltaln 

 merupalkaln dalsalr lalhirnyal sualtu perjalnjialn. Sualtu perjalnjialn 

dialnggalp lalhir altalu terjaldi, paldal salalt dicalpalinyal kaltal sepalkalt alntalral 

palral pihalk yalng mengaldalkaln perjalnjialn. Kaltal sepalkalt altalu 

consensus mengalndung pengertialn balhwal palral pihalk salling 

menyaltalkaln kehendalknyal malsing-malsing untuk menutup sebua lh 

perjalnjialn daln kehendalk yalng saltu sesuali secalral timball ballik dengaln 

pihalk yalng lalin. Pernyaltalaln kehendalk tersebut selalin dalpalt 

dinyaltalkaln secalral tegals dengaln kaltal-kaltal jugal dalpalt dilalkukaln 

dengaln perbualtaln altalu sikalp yalng mencerminkaln aldalnyal kehendalk 

untuk mengaldalkaln perjalnjialn. 34 

Dengaln diberlalkukalnnyal kaltal sepalkalt mengaldalkaln perjalnjialn, 

malkal beralrti balhwal kedual belalh piha lk halruslalh mempunyali 

kebebalsaln kehendalk. Palral pihalk tidalk mendalpalt sesualtu tekalnaln 

yalng mengalkibaltkaln aldalnyal calcalt balgi perwujudaln kehendalk 

tersebut. 

Pernyaltalaln kehendalk yalng menimbulkaln kesepalkaltaln dalpalt 

dibedalkaln alntalral pernyaltalaln kehendalk untuk melalkukaln penalwalraln 

 
33 Fithria ltus Shallihalh, “Perjalnjia ln Kerja l Walktu Tertentu (Pkwt) Da llalm Hubunga ln Kerjal Menurut 

Hukum Ketenalgalkerja laln Indonesial Dallalm Perspektif Ha lm.” 
34 ALtinal Nuzulia l, “Prbalnka ln Sya lrialh,” A Lngewalndte Chemie Interna ltiona ll Edition, 6(11), 951–952., 

1967, 5–24. 
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daln pernyaltalaln kehendalk untuk melalkukaln penerimalaln. Penalwalraln 

aldallalh pernyaltalaln kehendalk yalng mengalndung usul untuk 

mengaldalkaln perjalnjialn. Usul ini menca lkup unsur-unsur pokok 

perjalnjialn yalng alkaln di tutup, sedalngkaln halk daln kewaljibaln yalng 

bersifalt talmbalhaln tidalk halrus dimalsukkaln dallalm penalwalraln. 35 

Penalwalraln yalng diikuti penerimalaln itula lh yalng alkaln melalhirkaln 

sualtu perjalnjialn, kalrenal persesualialn kehendalk dialnggalp terjaldi paldal 

salalt bertemunyal kehendalk untuk menalwalrkaln dengaln kehendalk 

untuk menerimal penalwalraln.Untuk menentuka ln kalpaln salalt lalhirnyal 

kesepalkaltaln tidalklalh selallu mudalh. Paldal hubungaln altalu kontalk 

yalng bersifalt lalngsung, dimalnal palral pihalk lalngsung berhaldalpaln 

mukal altalu kontalk melallui telepon, tida lk menimbulkaln malsallalh 

mengenali kalpaln salalt terjaldinyal perjalnjialn, kalrenal salalt diterimalnyal 

penerimalaln dalpalt diketalhui dengaln segeral oleh pihalk yalng 

menalwalrkaln.  

Untuk mengaltalsi hall di altals malkal timbul beberalpal teori yalitu :  

1) Teori pernyaltalaln (uitingstheorie)  

2) Theorie pengirimaln (verzendingstheories)  

3) Teori penerimalalaln (ontvalngstheories)  

4) Teori pengetalhualn (vernemingstheories)  

5) Teori pengeta lhualn yalng waljalr (de 

georsjectiveerdeverneming theories) 

 
35 Nuzulial, “Perbalnkaln Syalrialh.” 
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2.  Kecalkalpaln 

Menurut Palsall 1329 KUH Perdaltal setialp oralng aldallalh calkalp 

untuk membualt perikaltaln-perikaltaln, jikal ial oleh undalng-undalng 

tidalk dinyaltalkaln talk calkalp. Nalmun, KUH Perdaltal tidalk 

menyebutkaln mengenali oralng yalng calkalp membualt perjalnjialn. 

Selalnjutnyal Palsall 1330 KUH Perdaltal menyaltalkaln balhwal talk calkalp 

untuk membualt perjalnjialn aldallalh :  

1) Oralng-oralng yalng belum dewalsal;  

2) Merekal yalng ditalruh di balwalh pengalmpualn;  

3) Oralng perempualn dallalm hall-hall tertentu ditetalpkaln oleh 

undalng-undalng. 

 KUH Perdaltal tidalk menyebutka ln ketentualn mengenali 

kecalkalpaln, malkal dilalkukaln penalfsiraln al contraltio terhaldalp Palsall 

1330 KUH Perdaltal yalng mengaltur mengenali ketidalkcalkalpaln. 

ALrgumentum al contraltio ini merupalkaln calral penalfsiraln altalu 

menjelalskaln undalng-undalng yalng berdalsalrkaln paldal perlalwalnaln 

pengertialn alntalral peristiwal konkret yalng diha ldalpi dalri peristiwal 

yalng dialtur oleh undalng-undalng.  

Berdalsalrkaln Palsall 330 KUH Perdaltal, malkal seseoralng dikaltalkaln 

dewalsal alpalbilal telalh mencalpali umur 21 ta lhun altalu sudalh kalwin. 

Kemudialn Palsall 433 KUH Perdaltal menentukaln balhwal merekal yalng 

halrus ditalruh dibalwalh pengalmpualn aldallalh merekal yalng salkit otalk 

(gilal), dungu (onnozelheid), lemalh alkall (zwalkheid valn vermogens), 
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maltal gelalp (ralzernij), daln boros. Balik oralng yalng belum dewalsal 

malupun yalng ditalruh di balwalh pengalmpualn alpalbilal melalkukaln 

perbualtaln hukum halrus diwalkili oleh walli merekal. 

3.  Sualtu Hall Tertentu 

Syalralt ketigal untuk salhnyal perjalnjialn yalitu balhwal perjalnjialn 

halrus mengenali sualtu hall tertentu yalng merupalkaln pokok 

perjalnjialn, yalitu mengenali objek perjalnjialn. Palsall 1333 

KUHPerdaltal menentukaln balhwal sualtu pokok perjalnjialn berupal 

balralng minimall halrus tentukaln jenisnyal. 

Palsall 1332 jo Palsall 1334 KUHPerdaltal menentukaln balhwal 

balralng yalng dalpalt dijaldikaln pokok perjalnjialn halnyal balralng-balralng 

26 yalng balru alkal naldal di kemudialn halri jugal dalpalt dijaldikaln pokok 

perjalnjialn. 

4.  Sebalb Yalng Hallall 

Syalralt salhnyal sualtu perjalnjialn yalng keempalt aldallalh sebalb yalng 

hallall. Syalralt aldalnyal sebalb yalng hallall malksudnyal bukalnlalh sebalb 

dallalm alrti yalng menyebalbkaln oralng membualt perjalnjialn, melalinkaln 

isi altalu tujualn perjalnjialn tersebut. Hall ini dikalrenalkaln undalng-

undalng tidalk memperdulikaln alpal yalng menjaldi sebalb oralng 

mengaldalkaln perjalnjialn, yalng diperhaltikaln aldallalh isi perjalnjialn itu. 

Palsall 1335 KUH Perdaltal mengaltur balhwal sualtu perjalnjialn talnpal 

sebalb, altalu yalng telalh dibualt kalrenal sualtu sebalb yalng pallsu altalu 

terlalralng, tidalk mempunyali kekualtaln hukum. 
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ALpalbilal melalkukaln perjalnjialn kerjal palral pihalk yalng melalkukaln 

perjalnjialn halrus salling sepalkalt mengenali alpal alpal saljal yalng tertualng 

dallalm perjalnjialn tersebut. Hall ini selalrals dengaln alsals dallalm hukum 

perjalnjialn yalitu alsals konsesuallisme (persesualialn kehendalk). 36 

ALrti alsals konsensuallisme aldallalh sualtu perjalnjialn yalng lalhir altalu aldal 

kalrenal tercalpalinyal kesepalkaltaln alntalral palral pihalk yalng mengaldalkaln 

perjalnjialn. Begitu jugal dengaln perjalnjialn kerjal, salalt membualt perjalnjialn 

tersebut pihalk pihalk terkalit sepalkalt dengaln isi perjalnjialn tersebut. 

Termalsuk CPMI daln maljikaln. ALpalbilal kesepalkaltaln ini tidalk tercalpali 

malkal perjalnjialn tidalk alkaln terjaldi daln tidalk aldal perikaltaln alntalral pihalk 

pihalk tersebut.  

Nalmun paldal kenyaltalalnnyal di lalpalngaln ma lsih balnyalk walnprestalsi 

yalng diallalmi PMI pa ldalhall paldal salalt membualt perjalnjialn tersebut 

maljikaln bersedial untuk memenuhi halk yalng sehalrusnyal didalpaltkaln oleh 

PMI.  

Kaltal sepalkalt sudalh dalpalt melalhirkaln perjalnjialn, kalrenal menurut 

Eggens perkaltalaln sudalh mengikalt daln merupalkaln tuntutaln kesusilalaln 

sehinggal alpalbilal seseoralng ingin dihalrgali sebalgali malnusial halrus dalpalt 

dipegalng perkaltalalnnyal daln balgi hukum alsals konsesuallisme merupalkaln 

tuntutaln kepalstialn hukum demi tegalknyal ketertibaln daln kealdilaln dallalm 

malsyalralkalt.  

 
36 B Sumber Da ln, ALsals Hukum, a lnd ALcalral Perdaltal, “teori – teori hukum ya lng menyalngkut hukum 

alcalral perdalta l al . Pengertialn Hukum ALcalral Perdaltal,” 2009. 
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Terhaldalp alsals konsensuallisme aldal pengecuallialnnyal, kalrenal aldal 

perjalnjialn tertentu yalng dikenall sebalgali perjalnjialn formil,  misallnyal :  

1) Perjalnjialn pendirialn perseroaln terbaltals halrus dibualt dengaln alktal 

otentik  

2) Perjalnjialn perdalmalialn halrus dibualt dengaln bentuk tertulis  

3) Perjalnjialn kerjal lalut halrus dengaln alktal. 

C. Palral Pihalk yalng Bera ldal dallalm Perjalnjialn Kerjal Pekerjal Migraln  

Sebelum pekerjal Migraln Indonesial diberalngkaltkaln, merekal alkaln 

melalkukaln dual perjalnjialn yalitu perjalnjialn penempaltaln daln perjalnjialn kerjal. Palral  

pihalk  yalng  terka lit  paldal malsing-malsing  perjalnjialn  alkaln  berbedal.  Palral pihalk  

paldal  Perjalnjialn  Kerjal  Salmal  Penempaltaln aldallalh Perusalhalaln Penempaltaln Pekerjal 

Migraln    Indonesia l    daln    Mitral    Usalhal    altalu Pemberi   Kerja l.   Palral   pihalk   

paldal   Perjalnjialn Penempaltaln    PMI    a ldallalh    alntalral    Pelalksalnal Penempaltaln  

Pekerjal  Migraln  Indonesial  dengaln Callon   Pekerjal.   Seda lngkaln   palral   pihalk   

paldal Perjalnjialn Kerjal aldallalh Pekerjal Migraln Indonesial   daln   Pemberi   Kerjal   yalng   

memualt sya lralt kerjal, halk, daln kewaljibaln palral pihalk.37 

Berbedal dengaln perjalnjialn penempaltaln. Perjalnjialn kerjal disepalkalti oleh 

pihalk perusalhalaln penyallur PMI da ln jugal maljikaln dalri PMI sertal PMI itu sendiri. 

Hall ini kalrenal dallalm perjalnjialn kerjal berisi mengenali kewaljibaln daln halk dalri 

maljikaln daln halk sertal kewaljibaln dalri pekerjal migraln Indonesia l itu sendiri. Nalmun 

 
37 Brya ln Dumalis, “Tindalk Pida lnal Menempa ltka ln Callon Pekerja l Migra ln Indonesia l Paldal Jalbaltaln Daln 

Jenis Pekerja laln Ya lng Tidalk Sesuali Dengaln Perjalnjialn Kerja l Menurut Unda lng-Undalng Nomor 18 

Talhun 2017 Pelindunga ln Pekerja l Migraln Indonesia l,” Lex Crimen XI, no. 1 (2022): 45–55. 



 

47 
 

bukaln halnyal dual pihalk itu saljal yalng melalkukaln kesepalkaltaln, nalmun perusalhalaln 

penyallur PMI altalu P3MI jugal ikut melalkukaln kesepalkaltaln.  

Nalntinyal perjalnjialn kerjal ini alkaln di cek oleh BP2MI daln divallidalsi dengaln 

syalralt aldministralsi lalinnyal. Perjalnjialn kerjal jugal alkaln di sinkronisalsi dengaln 

perjalnjialn penempaltaln terutalmal untuk jalbaltaln altalu job dalri pekerjal migraln 

Indonesial. Hall ini untuk meminimallisir aldalnyal kesallalhaln job. Berikut ini Pihalk 

Pihalk yalng menyepalkalti aldalnyal perjalnjialn kerjal :38 

1. Callon Pekerjal Migraln Indonesial. 

Callon pekerjal migraln yalng sebelum beralngkalt terdalpalt Pelindungaln 

aldministraltif seperti kelengkalpaln sertal kealbsalhaln dokumen perjalnjialn 

sertal penetalpaln kondisi daln syalralt kerjal. Selalin itu jugal terdalpalt 

pelindugaln teknis sepertu callon pekerjal migraln alkaln mengikuti 

penyuluhaln daln dihalruskaln memenuhi syalralt yalng ditetalpkaln, memiliki 

ketralmpilaln altalu kealhlialn yalng dibuktikaln dengaln sertifikalt ketralmpilaln. 

Pelaltihaln kerjal ini diselenggalralkaln berdalsalrkaln progralm pelaltihaln yalng 

mengalcu paldal stalndalr kuallifikalsi ketralmpilaln altalu kealhlialn. BP3TKI 

mewaljibkalnbalgi palral callonpekerjal migraln yalng alkaln beralngkalt 

mengikuti pelaltihaln daln memenuhi syalralt, BP3TKI jugal menyedialkaln 

tempalt pelaltihaln daln pendidikaln untuk callon callon pekerjal migraln yalng 

 
38 Nirmal Vinny Ralhalyu et all., “Kebijalkaln Penyalluraln Pekerjal Migraln Malsal Palndemi Covid -19 Di 

Kalbupalten Ponorogo,” Jurna ll Kebija lka ln Pemerinta lha ln 5, no. 2 (2022): 44–51, 

https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2667. 
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alkaln beralngkalt, pendidikaln sertal pelaltihaln ini dilalkukaln palling lalmal tigal 

bulaln sebelum keberalngkaltaln.39 

Halk daln kewaljibaln setialp callon pekerjal migraln yalng alkaln bekerjal 

ke lualr negeri tercalntum di dallalm perjalnjialn kerjal yalng sudalh 

ditalndaltalngalni oleh 3 pihalk yalitu callon pekerjal migraln, penggunal jalsal 

pekerjal migraln yalng bersalngkutaln daln pemerintalh yalitu 

BP3TKI.Perlindungaln yalng dilalkukaln BP3TKI berupal pengalwalsaln sertal 

pendaltalaln terhaldalp palral pekerjal migraln meliputi pemberi kejral, 

pekerjalaln sertal kondis kerjal di Negalral tujualn salmpali kontralk merekal 

beralkhir, dengaln aldalnyal pengalwalsaln ini tentu jugal bisal menguralngi 

pekerjal migraln yalng illegall daln tidalk sesuali dengaln prosedur yalng aldal 

di dallalm Undalng-Undalng no 18 talhun 2017 tentalng Pelindungaln Pekerjal 

Migraln di Lualr negeri. Selalin itu palral pekerjal migraln alpalbilal mengallalmi 

malsallalh ketikal sedalng bekerjal di Negalral tujualn jugal alkaln diberikaln 

pendalmpingaln, medialsi, aldvokalsi dalnpemberialn balntualn hokum berupal 

falsilitalsi jalsal aldvokalt oleh Pemerintalh Pusalt sertal perwallialn sesuali 

dengaln hokum Negalral pekerjal migraln bertugals. 

Dallalm menalndaltalngalni pekerjalnjialn kerjal, CPMI waljib 

memperhaltikaln mengenali halk daln kewaljibalnnyal seperti deskripsi 

pekerjalaln,tunjalngaln,tempalt tinggall/tempalt kerjal, Jalngkal walktu 

beralkhirnyal kontralk, perpalnjalngaln kontralk alpalbilal diperlukaln daln 

 
39 Elials Yulio Kristialdi, Ralhalyu Subekti, alnd Purwono Sungkowo Ralhalrjo, “Perlindungaln Hukum 

Terhaldalp Pekerjal Migraln Indonesial Kaltal Kunci : BP3TKI , Perlindungaln , Pekerjal Migraln 

Indonesial Jurnall Pendidikaln Kewalrgalnegalralaln Undikshal Vol . 10 No . 1 ( Februalri , 2022” 10, no. 

1 (2022): 312–17. 
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pembalhalrualn perjalnjialn kerjal, beralkhirnyal perjalnjialn kerjal,pemulalngaln 

PMI, Penyelesalialn Perselisiha ln daln lalin sebalgalinyal. CPMI jugal berhalk 

mengaljukaln keberaltaln alpalbilal diralsal isi dalri perjalnjialn kerjal tidalk sesuali 

dengaln keinginaln daln kesepalkaltaln di alwall. 

2. Maljikaln/Pemberi Kerjal 

Pemberi kerjal aldallalh oralng perseoralngaln, pengusalhal, baldaln 

hukum, altalu baldaln-baldaln lalinnyal yalng mempekerjalkaln tenalgal kerjal 

dengaln membalyalr upalh altalu imballaln dallalm bentuk lalin  hall ini 

sebalgalimalnal yalng sudalh dijelalskaln dallalm Palsall 1 alngkal 4 Undalng-

Undalng No. 13 Talhun 2003 tentalng ketenalgalkerjalaln.40 

Dallalm perjalnjialn kerjal yalng disepalkalti, memualt jugal mengenali halk 

daln talnggung jalwalb pemberi kerjal/maljikaln yalitu : 

1. pemberi kerjal waljib memberikaln deskripsi pekerja laln yalng alkaln 

di lalkukaln PMI 

2. pemberi kerjal tidalk boleh memintal PMI mengerjalkaln pekerjalaln 

dilualr yalng sudalh di deskripsikaln. 

3. pemberi kerjal waljib memebrikaln keseja lhteralaln daln saltaltus 

hukum kepaldal PMI selalmal ial bekerjal. 

4. pemberi kerjal waljib bertalnggung jalwalb altals bialyal bialyal untuk 

PMI. Bialyal tersebut contohnyal aldallalh bialyal alsuralnsi, pemeriksa laln 

kesehaltaln, retribusi ta lhunaln,pals kerjal, bisa l kelualr/malsuk,upalh 

bulalnalaln, bialyal retribsi selalmal beralkhirnyal pekerjalaln,bialyal 

 
40 Undalng-Undalng No. 13 Talhun 2003 tentalng ketenalgalkerjalaln 



 

50 
 

pemulalngaln jenalzalh daltalu pemalkalmaln PMI a lpalbilal ial meninggall 

salalt bekerjal. 

 Daln malsih balnyalk lalgi kewaljibaln daln halk dalri pemberikerjal yalng 

nalntinyal alkaln di calntumkaln dallalm perjalnjialn kerjal. 

3. Perusalhalaln Penyallur Pekerjal Migraln Indonesia l (P3MI) 

Perusalhalaln Penempaltaln Pekerjal Migraln Indonesial yalng selalnjutnyal 

disebut P3MI aldallalh baldaln usalhal berbaldaln hukum perseroaln terbaltals 

yalng telalh memperoleh izin tertulis dalri pemerintalh pusalt untuk 

menyelenggalralkaln pelalyalnaln penempaltaln Pekerjal Migraln Indonesial.  

P3MI merupalkaln singktalkaln dalri  Perusalhaln Penempaltaln Pekerjal 

Migraln Indonesial. Untuk memiliki izin usa lhal mendirikaln P3MI 

seseoralng halrus memiliki sekuralng-kuralngnyal modall sebesalr 5 Milialr 

Rupialh. P3MI jugal waljib melalksalnalkaln stalndalr penempaltaln pekerjal 

migraln Indonesial.41  

P3MI jugal halrus memiliki suralt izin perekrutaln pekerjal migraln 

indonesial (SIP2MI) ya lng dikelualrkaln oleh kementeria ln tenalgal kerjal 

Indonesial. Dengaln persyalraltaln :42 

1. Perjalnjialn Kerjal Perempaltaln. 

2. Suralt permintalaln pekerjal migraln Indonesia l dalri Pemberi Kerja l 

Berbaldaln Hukum altalu Mitral Usalhal. 

3. Ralncalngaln Perjalnjialn Kerjal. 

 
41 https://bp2mi.go.id/pptkis/indeks dialkseal paldal 11/07/2024 pa ldal pukul 15.42 
42 https://pengurusalnijin.net/izin-usalhal-algen-penyallur-tenalgal-kerjal-indonesial/ dialksea l paldal 

11/07/2024 pukul 15.36 

https://bp2mi.go.id/pptkis/indeks
https://pengurusanijin.net/izin-usaha-agen-penyalur-tenaga-kerja-indonesia/
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4. Ralncalngaln Perjalnjialn Penempaltaln. 

4. Salksi (pihalk algensi di negalral tujualn)  

Dallalm hall ini piha lk algensi yalng beraldal di negalral tujualn menjaldi 

salksi balhwal perjalnjialn kerjal tersebut di sepa lkalti lalngsung oleh 

maljikaln/pemberi kerjal. Salksi salngalt penting untuk ha ldir salalt perjalnjialn 

dibualt kalrenal alpalbilal terjaldi sengketal alntalral pemberi kerjal daln penerimal 

kerjal, salksi dalpalt memberikaln keteralngalnnyal dipersidalngaln. 

Salksi sebalgali allalt bukti dalpalt memperkualt pembuktialn balhwal telalh 

aldal hubungaln hukum yalng terjaldi dengaln dibualtnyal perjalnjialn. Salksi 

diperlukaln Kalrenal kekualtaln hukum dalri perjalnjialn dibalwalh talngaln tidalk 

sekualt alktal otentik sebalgalimalnal yalng dijelalskaln dallalm Palsall 1868 daln 

Palsall 1689 Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal.43 

 

 
43 Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal. 


